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Abstract:  This study aims to analyze the juridical implications of the ratification of the United 

Nations Convention Against Corruption (UNCAC) on Indonesia's national legal order.The 

method employed is normative legal research using a statute approach and a conceptual 

approach. The primary data sources include international regulations and domestic legislation 

relevant to corruption offenses.The results indicate that although Indonesia ratified the 

UNCAC through Law No. 7 of 2006, its juridical implications have not been fully 

accommodated within the current Anti-Corruption Law. A legal vacuum persists regarding the 

criminalization of bribery in the private sector and trading in influence. The ratification 

necessitates comprehensive criminal law reform to align with global standards, thereby 

strengthening the effectiveness of law enforcement and cross-border asset recovery. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari ratifikasi United 

Nations Convention Against Corruption (UNCAC) terhadap tatanan hukum nasional 

Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Sumber data utama mencakup regulasi internasional dan peraturan perundang-undangan 

domestik yang relevan dengan tindak pidana korupsi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui UU No. 7 Tahun 2006, implikasi 

yuridisnya belum terakomodasi secara menyeluruh dalam UU Tipikor saat ini. Masih terdapat 

kekosongan hukum (legal vacuum) terkait kriminalisasi korupsi di sektor swasta (bribery in 

the private sector) dan memperdagangkan pengaruh (trading in influence). Ratifikasi ini 

menuntut adanya reformasi hukum pidana yang komprehensif agar selaras dengan standar 

global guna memperkuat efektivitas penegakan hukum dan pengembalian aset lintas negara. 
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PENDAHULUAN 

Korupsi dalam diskursus hukum internasional kontemporer bukan lagi sekadar 

persoalan domestik atau pelanggaran etika birokrasi semata, melainkan telah berevolusi 

menjadi kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memiliki daya rusak sistemik. 

Fenomena ini mereduksi kualitas demokrasi, menghambat pertumbuhan ekonomi yang 

inklusif, dan secara nyata melanggar hak-hak ekonomi serta sosial masyarakat. Sebagai 

kejahatan yang bersifat lintas batas (transnational crime), korupsi memanfaatkan celah dalam 

sistem keuangan global dan perbedaan regulasi antarnegara untuk menyembunyikan hasil 

kejahatannya. Kompleksitas ini menuntut adanya standar hukum internasional yang mampu 

mengintegrasikan upaya preventif dan represif secara global (Prasetyo, 2024). 

Merespons ancaman tersebut, masyarakat internasional melalui Perserikatan Bangsa-

Bangsa menginisiasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 

2003. UNCAC hadir sebagai instrumen hukum internasional pertama yang bersifat 

komprehensif dan mengikat secara yuridis, mencakup aspek pencegahan, kriminalisasi, 

kerjasama internasional, hingga pemulihan aset (asset recovery). Kehadiran konvensi ini 

menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan yang bersih di seluruh dunia, di mana 

setiap negara peserta diwajibkan untuk menyelaraskan kebijakan hukum nasionalnya dengan 

standar universal yang telah disepakati (Kurniawan, 2023). 

Indonesia, sebagai negara yang menempatkan pemberantasan korupsi sebagai agenda 

prioritas nasional, telah menunjukkan komitmennya dengan meratifikasi konvensi tersebut 

melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention 

Against Corruption, 2003. Secara dogmatik hukum, ratifikasi ini membawa konsekuensi 

transformatif bagi sistem hukum pidana Indonesia. Berdasarkan prinsip pacta sunt servanda 

yang diatur dalam Konvensi Wina 1969, Indonesia memiliki kewajiban moral dan yuridis 

untuk melaksanakan ketentuan UNCAC ke dalam hukum positif domestik. Ratifikasi ini 

seharusnya menjadi titik tolak rekonstruksi regulasi, mengingat Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi (UU Tipikor) dibentuk sebelum standar internasional UNCAC lahir secara utuh 

(Suryono, 2023). 

Meskipun telah hampir dua dekade pasca-ratifikasi, Indonesia masih menghadapi 

tantangan serius berupa kesenjangan norma (normative gap) yang lebar antara ketentuan 

UNCAC dengan UU Tipikor. Masalah hukum utama muncul karena legislasi nasional saat ini 

masih terpaku pada paradigma kerugian keuangan negara, sementara UNCAC telah bergerak 

jauh ke arah perlindungan integritas pasar dan sektor swasta. Terdapat beberapa area krusial 

yang hingga kini belum terakomodasi secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, yang 

kemudian menjadi celah hukum (legal loophole) bagi para pelaku korupsi (Ramadhan, 2025). 

Namun demikian, dalam praktiknya, implementasi UNCAC di Indonesia belum 

sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun berbagai regulasi telah dibentuk, seperti Undang-

Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pembentukan lembaga seperti Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK), masih terdapat berbagai kendala dalam mengadopsi prinsip-

prinsip UNCAC secara menyeluruh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak semua 

prinsip UNCAC telah diinternalisasi ke dalam peraturan perundang-undangan nasional, 

sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara standar internasional dan hukum nasional . 

Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut dapat dilihat dari belum diaturnya secara 

komprehensif beberapa jenis tindak pidana korupsi yang diwajibkan dalam UNCAC, seperti 

foreign bribery (penyuapan lintas negara). Ketiadaan pengaturan ini berpotensi menimbulkan 

kekosongan hukum (legal vacuum) yang dapat menghambat upaya penegakan hukum terhadap 

pelaku korupsi yang beroperasi di lintas yurisdiksi . Selain itu, aspek lain seperti pengaturan 
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konflik kepentingan, transparansi sektor publik dan swasta, serta mekanisme pengawasan juga 

masih belum sepenuhnya memenuhi standar UNCAC. 

Lebih lanjut, dari sisi implementasi penegakan hukum, realitas menunjukkan bahwa 

pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan 

kultural. Meskipun UNCAC telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif, 

pelaksanaannya di tingkat nasional sering kali tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini 

antara lain disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, adanya 

intervensi politik, serta rendahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku korupsi, 

terutama yang melibatkan pejabat publik. Bahkan, dalam beberapa kasus, substansi UNCAC 

yang dianggap ideal belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dalam praktik penegakan 

hukum di Indonesia. 

Selain itu, terdapat pula persoalan terkait harmonisasi hukum antara UNCAC dengan 

peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. 

Beberapa ketentuan dalam UNCAC belum diakomodasi secara eksplisit dalam hukum 

nasional, sehingga menimbulkan kesenjangan norma (normative gap). Kesenjangan ini 

berdampak pada ketidakoptimalan implementasi UNCAC, karena hukum nasional sebagai 

instrumen utama penegakan hukum belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional . 

Dalam praktiknya, kesenjangan norma tersebut juga tercermin dalam berbagai kasus 

korupsi yang masih marak terjadi di Indonesia. Kasus-kasus besar seperti korupsi proyek 

pengadaan barang dan jasa, penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik, serta praktik 

suap dalam sektor perizinan menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum mampu secara 

efektif mencegah dan menindak tindak pidana korupsi secara komprehensif. Hal ini 

menunjukkan adanya disparitas antara komitmen normatif melalui ratifikasi UNCAC dengan 

realitas empiris dalam penegakan hukum. 

Di sisi lain, mekanisme internasional yang diatur dalam UNCAC, seperti kerja sama 

ekstradisi, mutual legal assistance (MLA), dan asset recovery, juga belum sepenuhnya 

dimanfaatkan secara optimal oleh Indonesia. Padahal, mekanisme tersebut sangat penting 

dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan aset di luar negeri. Kurangnya optimalisasi 

kerja sama internasional ini menunjukkan bahwa implikasi ratifikasi UNCAC belum 

sepenuhnya diimplementasikan secara efektif dalam praktik hukum nasional. 

Mengenai Korupsi di Sektor Swasta (Bribery in the Private Sector) sebagaimana 

diatur dalam Pasal 21 UNCAC. Dalam sistem hukum Indonesia, delik penyuapan umumnya 

hanya terjadi jika melibatkan penyelenggara negara atau merugikan keuangan negara. Padahal, 

korupsi di sektor swasta memiliki dampak distorsi ekonomi yang luar biasa, merusak 

persaingan usaha yang sehat, dan seringkali menjadi akar dari korupsi politik. Ketiadaan 

regulasi yang tegas terhadap suap antar-sektor swasta menyebabkan penegak hukum seringkali 

kesulitan menjerat praktik-praktik curang dalam dunia bisnis yang tidak menyentuh langsung 

birokrasi pemerintahan (Wibowo, 2024). 

Kemudian adanya delik Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) yang diatur 

dalam Pasal 18 UNCAC. Isu hukum ini sangat relevan mengingat kultur politik di Indonesia 

yang masih kental dengan praktik patronase. Trading in Influence mengkriminalisasi tindakan 

seseorang yang menyalahgunakan pengaruh pribadinya (baik karena kedekatan politik, 

keluarga, maupun jabatan) untuk mendapatkan keuntungan dari pejabat publik, meskipun ia 

sendiri bukan pejabat publik. UU Tipikor saat ini belum memiliki rumusan yang secara spesifik 

menjerat "makelar kasus" atau "makelar proyek" yang bekerja di wilayah abu-abu ini, sehingga 

banyak aktor intelektual di balik skandal besar yang sulit dipidana secara maksimal (KPK, 

2023). 

Terkait Peningkatan Kekayaan secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) sesuai Pasal 20 

UNCAC. Norma ini memfokuskan pada kepemilikan harta kekayaan pejabat publik yang tidak 

sebanding dengan pendapatan sahnya dan tidak dapat dijelaskan secara legal. Di Indonesia, 

mekanisme ini baru sebatas pada ranah administratif melalui Laporan Harta Kekayaan 
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Penyelenggara Negara (LHKPN), namun belum menjadi delik pidana mandiri yang dapat 

digunakan untuk menyita aset hasil kejahatan tanpa harus membuktikan tindak pidana asalnya 

terlebih dahulu (predicate crime). 

Urgensi dari implikasi hukum UNCAC ini semakin nyata apabila kita merefleksikan 

berbagai kasus besar yang terjadi. Sebagai contoh, dalam beberapa skandal pengadaan barang 

dan jasa yang melibatkan korporasi multinasional, seringkali ditemukan praktik kickback yang 

terjadi murni di lingkungan swasta namun berdampak pada kualitas layanan publik. Karena 

UU Tipikor terbatas pada subjek hukum penyelenggara negara, penanganan kasus-kasus 

semacam ini menjadi tidak optimal. Demikian pula dalam kasus-kasus suap yang melibatkan 

anggota legislatif atau pejabat daerah, seringkali terdapat aktor "orang dekat" atau "staf khusus" 

yang berperan sebagai penjual pengaruh. Tanpa adanya adopsi delik trading in influence, jaksa 

penuntut umum seringkali harus melakukan konstruksi hukum yang dipaksakan menggunakan 

pasal penyertaan (deelneming) yang pembuktiannya jauh lebih rumit (Mahkamah Agung, 

2024). 

Selain itu, fenomena "pamer harta" (flexing) oleh oknum pejabat atau keluarganya 

yang belakangan sering viral di media sosial menunjukkan betapa lemahnya instrumen Illicit 

Enrichment kita. Penegak hukum seringkali hanya bisa melakukan klarifikasi administratif 

tanpa bisa menindaklanjuti secara pidana jika bukti suap secara spesifik tidak ditemukan, 

padahal aset yang dimiliki jelas-jelas melampaui profil pendapatan resminya. Hal ini 

menciptakan ketidakadilan di mata publik dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap 

komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. 

Implikasi hukum dari ratifikasi UNCAC seharusnya tidak berhenti pada tahap 

pengesahan di atas kertas, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan kriminal 

(criminal policy) yang konkret. Keterlambatan dalam melakukan sinkronisasi ini 

mengakibatkan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia stagnan. Berdasarkan laporan 

Transparansi Internasional, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan 

fluktuasi yang cenderung sulit meningkat signifikan. Hal ini berkorelasi dengan 

ketidakmampuan regulasi domestik dalam menjangkau modus operandi korupsi yang semakin 

canggih dan mengikuti perkembangan zaman (International Transparency, 2025). 

Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi hukum melalui revisi UU Tipikor yang 

mengakomodasi elemen-elemen penting dari UNCAC secara utuh. Pembaruan ini bukan 

sekadar upaya mengikuti tren global, melainkan kebutuhan mendesak untuk melindungi 

kepentingan nasional, memastikan keadilan sosial, dan menciptakan iklim investasi yang sehat 

melalui kepastian hukum. Tanpa sinkronisasi yang substantif, Indonesia hanya akan terus 

terjebak dalam penanganan korupsi yang bersifat reaktif daripada preventif-sistemik. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap 

norma, prinsip, dan konsep hukum internasional yang berkaitan dengan ratifikasi UNCAC 

dalam sistem hukum internasional. Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan 

penelitian yang menelaah hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat 

serta menitikberatkan pada analisis terhadap sumber hukum tertulis, doktrin hukum, serta 

putusan atau praktik hukum yang relevan (Marzuki, 2017). Penelitian ini menggunakan 

pendekatan yang umum digunakan dalam penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan 

perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan 

pendekatan kasus (case approach). Dalam penelitian hukum normative ini, sumber data yang 

digunakan adalah bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan 

melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, 

serta mengkaji berbagai sumber hukum dan literatur yang relevan dengan topik 

penelitian.Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan 
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teknik analisis kualitatif melalui proses penafsiran hukum (legal interpretation) dan penalaran 

hukum (legal reasoning). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Implikasi Hukum Ratifikasi UNCAC terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia 

Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2006 tidak hanya memiliki makna simbolik sebagai bentuk 

komitmen internasional Indonesia, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yuridis yang 

bersifat mengikat dalam sistem hukum nasional. Dalam perspektif teori transformasi hukum 

internasional ke dalam hukum nasional, Indonesia menganut pendekatan dualisme moderat, 

di mana suatu perjanjian internasional harus diratifikasi terlebih dahulu agar memiliki 

kekuatan mengikat secara internal (Dixon, 2013). 

Dengan diratifikasinya UNCAC, Indonesia berkewajiban melakukan legal 

harmonization terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

pemberantasan korupsi. Harmonisasi ini tidak hanya terbatas pada aspek legislasi, tetapi 

juga mencakup pembaruan kebijakan publik, penguatan institusi, serta penyesuaian praktik 

penegakan hukum. Dalam konteks ini, UNCAC berfungsi sebagai minimum standard yang 

harus dipenuhi oleh negara pihak (Stephenson, 2015). 

Implikasi hukum yang signifikan terlihat pada penguatan kerangka regulasi nasional, 

khususnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, jika 

dianalisis lebih dalam, substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut masih bersifat 

parsial dalam mengakomodasi ketentuan UNCAC. Misalnya, UNCAC secara eksplisit 

mengatur mengenai kewajiban negara untuk mengkriminalisasi penyuapan terhadap pejabat 

publik asing (bribery of foreign public officials), sementara dalam hukum nasional 

Indonesia pengaturan tersebut belum dirumuskan secara tegas dan komprehensif 

(Atmasasmita, 2010). 

Selain itu, dalam aspek kelembagaan, ratifikasi UNCAC mendorong terbentuknya 

institusi yang independen dalam pemberantasan korupsi, seperti Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK). Keberadaan KPK pada awalnya dipandang sebagai implementasi konkret 

dari prinsip independent anti-corruption body sebagaimana diamanatkan UNCAC. Namun, 

dinamika regulasi, termasuk perubahan Undang-Undang KPK, menimbulkan perdebatan 

terkait independensi lembaga tersebut, yang berpotensi melemahkan efektivitas 

pemberantasan korupsi (Butt & Lindsey, 2018). 

Lebih lanjut, implikasi hukum ratifikasi UNCAC juga dapat dilihat dalam penguatan 

mekanisme pencegahan korupsi. UNCAC menekankan pentingnya pendekatan preventif 

melalui transparansi, akuntabilitas, dan integritas sektor publik. Indonesia telah mengadopsi 

berbagai instrumen kebijakan, seperti sistem e-government, pelaporan LHKPN, serta 

reformasi birokrasi. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi 

tantangan dalam hal konsistensi, pengawasan, dan penegakan sanksi administratif terhadap 

pelanggaran (Prabowo, 2014). 

Dalam aspek kerja sama internasional, UNCAC memberikan dasar hukum yang kuat 

bagi Indonesia untuk melakukan kolaborasi lintas negara dalam pemberantasan korupsi. 

Namun, efektivitas kerja sama ini sangat bergantung pada kesiapan institusional serta 

keselarasan hukum antar negara. Dalam praktiknya, Indonesia masih menghadapi kendala 

dalam pelaksanaan ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA), terutama terkait dengan 

perbedaan sistem hukum dan kepentingan politik antar negara (Sharman, 2017). 

Selain membawa konsekuensi harmonisasi normatif, ratifikasi UNCAC juga 

menimbulkan implikasi terhadap perubahan paradigma dalam pemberantasan korupsi di 

Indonesia, dari yang semula berorientasi represif menjadi lebih komprehensif dengan 

menekankan keseimbangan antara pendekatan preventif dan represif. UNCAC secara tegas 

menempatkan pencegahan sebagai elemen utama dalam strategi pemberantasan korupsi, 
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yang mengharuskan negara untuk membangun sistem integritas nasional secara 

menyeluruh. Dalam konteks ini, Indonesia telah mengembangkan berbagai instrumen 

kebijakan seperti reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik (e-government), serta 

penguatan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik. Namun demikian, 

efektivitas kebijakan tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi implementasi dan 

integritas aparatur negara. 

Implikasi lainnya terlihat pada perluasan cakupan subjek hukum dalam tindak pidana 

korupsi. UNCAC tidak hanya menitikberatkan pada pejabat publik, tetapi juga menekankan 

keterlibatan sektor swasta sebagai aktor potensial dalam praktik korupsi. Hal ini menuntut 

adanya penyesuaian hukum nasional agar mampu menjangkau praktik korupsi yang 

melibatkan korporasi dan entitas bisnis. Meskipun Indonesia telah mengakui 

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam beberapa regulasi, namun implementasinya 

masih terbatas dan belum menunjukkan efek jera yang signifikan. 

Dari perspektif hukum acara, ratifikasi UNCAC juga mendorong penguatan 

mekanisme pembuktian dalam tindak pidana korupsi. UNCAC memberikan ruang bagi 

negara untuk menerapkan prinsip pembuktian terbalik (reversal burden of proof) dalam 

batas tertentu, khususnya terkait dengan pembuktian asal-usul kekayaan. Indonesia telah 

mengadopsi prinsip ini secara terbatas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, 

namun penerapannya masih menghadapi tantangan dalam praktik peradilan, terutama terkait 

dengan perlindungan hak asasi manusia dan asas praduga tidak bersalah. 

Lebih jauh, implikasi ratifikasi UNCAC juga berdampak pada penguatan tata kelola 

pemerintahan (good governance). Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik 

yang diusung UNCAC menuntut adanya reformasi sistem administrasi negara yang lebih 

terbuka dan responsif. Dalam hal ini, Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui 

berbagai kebijakan keterbukaan informasi publik dan partisipasi masyarakat. Namun, dalam 

praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses informasi dan 

lemahnya mekanisme pengawasan publik. 

Dengan demikian, implikasi hukum ratifikasi UNCAC tidak hanya terbatas pada 

perubahan regulasi, tetapi juga mencakup transformasi sistem hukum secara menyeluruh, 

termasuk dalam aspek kelembagaan, prosedural, dan budaya hukum. Hal ini menunjukkan 

bahwa keberhasilan implementasi UNCAC sangat ditentukan oleh integrasi yang holistik 

antara norma hukum dan praktik penyelenggaraan negara. 

2) Kesenjangan Norma dan Tantangan Implementasi UNCAC dalam Pemberantasan 

Korupsi di Indonesia 

Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC, realitas menunjukkan bahwa masih 

terdapat kesenjangan yang cukup signifikan antara norma yang diatur dalam konvensi 

dengan implementasinya dalam hukum nasional. Kesenjangan ini dapat dianalisis dalam 

tiga dimensi utama, yaitu kesenjangan normatif, struktural, dan kultural. 

Secara normatif, kesenjangan terlihat dari belum diakomodasinya beberapa ketentuan 

penting UNCAC ke dalam peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu contoh yang 

paling krusial adalah tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai trading in influence dan 

foreign bribery. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan keterbatasan yurisdiksi hukum 

Indonesia dalam menangani kasus korupsi lintas negara. Padahal, dalam praktik global, 

modus korupsi semakin kompleks dan melibatkan aktor internasional (Rose-Ackerman & 

Palifka, 2016). 

 

Selain itu, konsep illicit enrichment yang menjadi salah satu instrumen penting dalam 

UNCAC juga belum diadopsi secara utuh dalam hukum nasional. Padahal, konsep ini sangat 

relevan dalam konteks pembuktian tindak pidana korupsi yang sering kali sulit dibuktikan 

melalui pendekatan konvensional. Tanpa pengaturan yang jelas mengenai illicit enrichment, 
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penegak hukum menghadapi keterbatasan dalam menjerat pelaku korupsi yang memiliki 

kekayaan tidak wajar (Sharman, 2017). 

Kesenjangan normatif juga terjadi dalam pengaturan tanggung jawab korporasi dalam 

tindak pidana korupsi. UNCAC secara tegas mendorong negara untuk mengatur 

pertanggungjawaban badan hukum, baik secara pidana, perdata, maupun administratif. 

Namun, dalam praktik di Indonesia, penegakan hukum terhadap korporasi masih belum 

optimal, baik dari sisi regulasi maupun implementasi. 

Dari sisi struktural, tantangan utama terletak pada koordinasi antar lembaga penegak 

hukum. Fragmentasi kewenangan antara Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK sering kali 

menimbulkan disharmoni dalam penanganan perkara. Selain itu, perubahan regulasi yang 

mempengaruhi independensi lembaga antikorupsi juga berpotensi melemahkan efektivitas 

penegakan hukum (Butt & Lindsey, 2018). 

Dari sisi kultural, budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap korupsi 

menjadi faktor penghambat yang signifikan. Dalam banyak kasus, praktik korupsi dianggap 

sebagai bagian dari budaya birokrasi, sehingga sulit diberantas secara menyeluruh. Hal ini 

menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, 

tetapi juga transformasi sosial yang lebih luas (Prabowo, 2014). 

Dalam konteks empiris, berbagai kasus korupsi besar di Indonesia menunjukkan 

bahwa sistem hukum nasional belum sepenuhnya efektif dalam menanggulangi korupsi. 

Kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi negara, praktik suap dalam sektor perizinan, 

serta korupsi dalam pengadaan barang dan jasa menunjukkan adanya kelemahan dalam 

sistem pengawasan dan penegakan hukum. 

Kesenjangan norma dalam implementasi UNCAC di Indonesia tidak hanya bersifat 

formal, tetapi juga substantif, yang berkaitan dengan perbedaan filosofi hukum antara 

standar internasional dan sistem hukum nasional. UNCAC mengadopsi pendekatan yang 

lebih progresif dalam pemberantasan korupsi, termasuk melalui perluasan definisi tindak 

pidana dan penguatan instrumen pencegahan. Sementara itu, hukum nasional Indonesia 

masih cenderung bersifat konvensional dan berbasis pada pendekatan pembuktian yang 

ketat, sehingga sering kali tidak mampu menjangkau kompleksitas praktik korupsi modern. 

Dalam konteks ini, salah satu kesenjangan yang krusial adalah belum optimalnya 

pengaturan mengenai konflik kepentingan (conflict of interest) dalam sektor publik. 

UNCAC menekankan pentingnya pencegahan konflik kepentingan sebagai bagian dari 

strategi antikorupsi, namun dalam hukum nasional pengaturannya masih tersebar dan belum 

terintegrasi secara sistematis. Hal ini membuka ruang bagi praktik penyalahgunaan 

kewenangan yang sulit dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi secara langsung. 

Selain itu, tantangan implementasi juga terlihat dalam lemahnya efektivitas sistem 

pengawasan internal dan eksternal. Meskipun berbagai lembaga pengawas telah dibentuk, 

seperti inspektorat dan lembaga audit, namun koordinasi dan independensi lembaga tersebut 

masih menjadi persoalan. Dalam banyak kasus, pengawasan yang tidak efektif justru 

menjadi celah bagi terjadinya korupsi yang bersifat sistemik. 

Dari sisi penegakan hukum, permasalahan utama terletak pada inkonsistensi dalam 

penerapan hukum serta disparitas putusan pengadilan. Perbedaan penafsiran terhadap 

ketentuan hukum sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya 

melemahkan efek jera terhadap pelaku korupsi. Selain itu, proses penegakan hukum yang 

panjang dan kompleks juga menjadi hambatan dalam mencapai keadilan yang cepat dan 

efektif. 

Dalam konteks global, tantangan implementasi UNCAC juga berkaitan dengan 

dinamika hubungan internasional. Kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi 

sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi antar negara, sehingga tidak 

selalu berjalan efektif. Indonesia, sebagai negara berkembang, sering kali menghadapi 
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posisi yang kurang menguntungkan dalam negosiasi internasional, terutama dalam proses 

pengembalian aset hasil korupsi yang berada di luar negeri. 

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi juga membawa tantangan baru dalam 

pemberantasan korupsi. Praktik korupsi kini tidak lagi dilakukan secara konvensional, tetapi 

juga melalui mekanisme digital yang lebih kompleks, seperti pencucian uang melalui sistem 

keuangan global. Hal ini menuntut adanya pembaruan hukum yang adaptif terhadap 

perkembangan teknologi, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam 

menangani kejahatan berbasis teknologi. 

Dengan demikian, kesenjangan norma dan tantangan implementasi UNCAC di 

Indonesia menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan persoalan yang 

kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya 

bersifat normatif, tetapi juga strategis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Reformasi 

hukum harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan dinamika nasional dan 

internasional, sehingga tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara efektif dan 

berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 

Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2006 telah memberikan implikasi hukum yang luas terhadap sistem 

hukum nasional Indonesia, terutama dalam upaya harmonisasi hukum, penguatan 

kelembagaan, serta penyesuaian mekanisme pemberantasan korupsi dengan standar 

internasional. Secara normatif, ratifikasi tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk 

mengadopsi prinsip-prinsip UNCAC dalam aspek pencegahan, kriminalisasi, kerja sama 

internasional, dan asset recovery. Namun demikian, implementasi komitmen tersebut masih 

menghadapi berbagai kendala, yang ditandai dengan adanya kesenjangan norma antara 

ketentuan UNCAC dan hukum nasional, seperti belum diaturnya secara komprehensif foreign 

bribery, trading in influence, dan illicit enrichment, serta belum optimalnya pengaturan 

pertanggungjawaban korporasi dan keterlibatan sektor swasta. Selain itu, tantangan struktural 

dan kultural, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, dinamika 

independensi lembaga antikorupsi, serta budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya 

mendukung pemberantasan korupsi, turut mempengaruhi efektivitas implementasi UNCAC di 

Indonesia. 

Dalam perspektif ius constituendum, diperlukan pembaruan hukum yang komprehensif 

dan progresif untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Reformasi harus diarahkan pada 

penguatan substansi hukum melalui adopsi eksplisit ketentuan UNCAC yang belum 

terakomodasi, termasuk kriminalisasi foreign bribery, trading in influence, dan illicit 

enrichment, serta penegasan pertanggungjawaban pidana korporasi dengan sanksi yang efektif 

dan disuasif. Di samping itu, penguatan kelembagaan menjadi krusial, terutama dalam menjaga 

independensi dan integritas lembaga antikorupsi, meningkatkan koordinasi antar penegak 

hukum, serta memperkuat kapasitas institusional. Optimalisasi asset recovery juga perlu 

dilakukan melalui penguatan regulasi dan kerja sama internasional, termasuk pengembangan 

mekanisme non-conviction based asset forfeiture. Seluruh upaya tersebut harus diiringi dengan 

pembangunan budaya antikorupsi melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, sehingga 

pembaruan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mampu menciptakan sistem 

pemberantasan korupsi yang efektif, berkelanjutan, dan selaras dengan standar internasional. 
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